&

BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF
AHLI BUPATI
KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Donggala, periu

dilakukan perubahan karena tidak sesuai lagi
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Mengingat :

dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan

kemampuan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf o, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli
Bupati Kabupaten Donggala.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok  Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161,
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Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4389);

Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
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Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999
tentang Pemindahan Ilbu Kota Daerah
Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke
Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa
Kabupaten Donggala (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3869);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pemindahan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Negara Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana
teloh diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang Pengangkatan Pemindahan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan  Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2002 Nomor 33, Tambahan Negara Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 15, Tambahan Negara Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhention Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor
10 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2005 Seri E Nomor 10,Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor
3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor
3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor
10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli
Bupati Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 10);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan '
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
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NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI
BUPATI KABUPATEN DONGGALA

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf a, huruf b, dan huruf ¢, ayat (3)
huruf a, ayat (4) huruf a angka 2, ayat (5) huruf a angka 3
diubah, dan Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 2, ayat (4) huruf a
angka 3 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut :

“Pasal 7
(1) Sekretariat Daerah, terdiri atas :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten-asisten Sekretaris Daerah;
Bagian-bagian;
d. Sub Bagian-sub bagian; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional;
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3

@

Asisten-asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, terdiri dari :
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
c.  Asisten Administrasi Umum.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, membawahi :
a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari :
1.Sub Bagian Tata Pemerintahan;
2. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
3. Sub Bagian Pertanahan.
b. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Kehumasan;
2. dihapus
3. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan.
c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2.  Sub Bagian Kemasyarakatan; dan
3. Sub Bagian Mental dan Spritual.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, membawahi :
a. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
1.  Sub Bagian Produksi dan Sarana Produksi Daerah;
2. Sub Bagian Bina Usaha Ekonomi Masyarakat dan

Perusahaan Daerah, dan
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3. dihapus.
b. Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumberdaya Alam,
terdiri dari :
1. Sub Bagian Administrasi Program;
2. Sub Bagian Administrasi Pengendalian dan Pelaporan;
dan
3. Sub Bagian Administrasi Sumberdaya Alam.
(5) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, membawahi:
a. Bagian Organisasi, terdiri dari:
1.  Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana:
2. Sub Bagian Analisa dan Informasi Jabatan; dan
3. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Kepegawaian
Sekretariat Daerah.
b. Bagian Perlengkapan dan Umum, terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan
Pemeliharaan;
2. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
3. Sub Bagian Analisa Kebutuhan, Distribusi, Sandi dan
Telekomunikasi.
¢. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari :
1.  Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
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Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 1)uni 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,
Drs. H. KASMUDDIN H, M.5i

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010
NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

s

MUZAKIR PANTAS, SH., MH -
NIP. 1960 0305 1994 03 1003.
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BAGAN §

USUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI
KABUPATEN DONGGALA

Lampiran | : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR  : 6 TAWUN 2010
TANGGAL : 1 JUNI 20
TENTANG

10
: PERUBANAN ATAS PERATURAN DAERAN KABUPATEN DONGGA( A NOMOR 10 TAKUN 2008 TENTANG PE:

TATA KERIA

BUPATI DONGGALA

WAKIL BUPATI

i | L

RAKYAT DAERAM, DAN STAF AN

NISASI DAN

KELOMPOK JABATAN

l sexnzunxls DAEWJ i

[ | 1
ASISTEN ASISTEN ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI UMUM
KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN
[ T ] [ ] [ I ]
‘D:m:m ’ “I’l‘:r" BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
TRAS ADMINISTRASI KESRA & ADMINISTRASI 5
PEMERINTAHAN UMUM ADMlN!mlSDA ORGANISAS! PERLENGKAPAN HUKUTJ:D';ENHF:JANNDMG
DAN UMUM
] ] ] ] P | EP—
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN pSun saGIAN SUB BAGIAN e SATIAN, .. s BAGIAN
i KESRA PRODUKS! DAERAH ADMINISTRAS! PROGRAM KETATALAKSANAAN | [T] e UNOAN AN
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUs BAGIAN peeees
OTONOMI DAERAH “{ PROTOKOL DAN KEMASYARAKATAN J L mz“l:‘:':f::'zm AOMINISTRASI U Bp oI S SASIAN W 5UB BAGIAN
PERJALANAN e INFOIMAST 15RAT N SEVR TARIAT DAERAN
DAERAH
fr e SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
SPIRITUAL PELAYALAN £ DAN e ANAL |SA KEBUTUHAN, l DORUMENTAST &
EPEGAWAIAN SE 1O OISTRIBUSI DAN SANTEL ENTLALNAN HLRA

BUPATI DONGGALA,

ttd

HABIR PONULELE
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